
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI 
NOMOR   4   TAHUN   2011 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN                                         

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI NGAWI, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Peraturan Daerah yang mengatur tentang 
Retribusi Izin Gangguan perlu diganti.; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan. 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (HO) STBLT Nomor 226 Tahun 1926 Juncto STBLT 

Nomor 14 dan 450 Tahun 1940 ; 
2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor 9) ; 

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3817) ; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851) ; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4247) ; 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4286) ; 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4355) ; 
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8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4844) ; 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4726) ; 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ; 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia     Nomor 5161) ; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penetapan Izin Gangguan di Daerah ; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  II  Ngawi Nomor 7 Tahun 1987 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan                      
Pemerintah Kabupaten  Daerah Tingkat II Ngawi ; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi          
Tahun 2007  Nomor 07) ; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 04) ; 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten  Ngawi Tahun 2008    
Nomor 8). 

 
Dengan  Persetujuan  Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI 
dan 

BUPATI  NGAWI 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. 
 

BAB I 
KETENTUAN  UMUM 

 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ngawi. 
2. Pemerintah Kabupaten  adalah Pemerintah Kabupaten  Ngawi. 
3. Bupati adalah Bupati Ngawi. 
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut Kepala 

BPM dan YANZIN adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Kabupaten Ngawi. 

5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah 
sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku. 

6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut  BPM dan 
YANZIN adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Ngawi  

7. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang 
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 

8. Izin Gangguan adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi 
atau badan untuk mendirikan atau menjalankan usaha yang berpotensi menimbulkan bahaya, 
kerugian dan gangguan terhadap lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Gangguan (Hinder Ordonantie). 

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan 
subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan 
retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 
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10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib 
Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang 
digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang 
terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala 
Daerah. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan 
yang menentukan besarnya pokok retribusi. 

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

15. Kas Umum Daerah Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi. 
16. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah 

data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi 
Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan Retribusi. 

17. Gangguan adalah segala perbuatan yang tidak menyenangkan atau mengganggu 
kesehatan,keselamatan,ketentraman dan kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara 
terus menerus. 
 

BAB II 
KRITERIA GANGGUAN  

 
Pasal 2 

 
(1) Kriteria gangguan dalam izin gangguan terdiri dari: 

a. gangguan terhadap lingkungan lingkungan; 
b. gangguan terhadap sosial kemasyarakatan; dan 
c. gangguan terhadap ekonomi. 

(2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 
gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber 
dari getaran dan/atau kebisingan. 

(3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum. 

(4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman 
terhadap: 
a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau 
b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi 

usaha. 
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BAB III 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

 
Pasal  3 

 
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin 
gangguan. 

 
Pasal  4 

 
(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang 

pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, 
termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah 
terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban 
lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan. 

(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat 
usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah termasuk tempat 
untuk ibadah. 

 
Pasal  5 

 
(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa Izin Gangguan. 
(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang 

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi izin gangguan.   

 
BAB IV 

KETENTUAN PERIZINAN 
 

Bagian Kesatu 
Tatacara  dan persyaratan Pemberian Izin 

 
Pasal 6 

 
(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengadakan usaha dan atau kegiatan yang dapat 

menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kepada masyarakat serta kelestarian fungsi 
lingkungan, wajib mendapatkan izin dari Bupati. 

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permohonan 
secara tertulis kepada Bupati melalui BPM dan YANZIN. 

(3) Harus menyertakan dokumen UKL/UPL atau dokumen AMDAL bagi tempat usaha yang 
diwajibkan. 

(4) Jangka waktu proses penyelesaian izin maksimal 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar. 

(5) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.  
 


